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Abstract
Driving license (SIM) is proof of registration and identification for a person who has met the administrative
requirements, is physically and mentally healthy, as well as proof that the person understands traffic regulations
and can drive a motorized vehicle, so it is granted by the Police. Making and renewing SUM is carried out at the
Office of the SIM Administration Executing Unit (Satpas) which are available in several locations in each region,
and when obtaining a SIM cannot be represented by someone else. There were problems in managing SIMs, one
of which was extortion, which then triggered the implementation of administrative reforms towards digitizing
services. There are three main principles in practice in preventing extortion in licensing and non-licensing, namely
predictability, digitizing services and not burdening. Departing from public problems related to SIM services, the
Directorate of Registration and Identification (Dit Regident) of Korlantas Polri innovates by utilizing technology.
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Pendahuluan

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu bukti registrasi dan identifikasi
terhadap individu yang telah memenuhi syarat secara administrasi, sehat rohani dan jasmani,
serta telah memahami peraturan lalu lintas dalam berkendara dan dapat mengemudikan
kendaraan bermotor. Jika telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan maka layak
diberikan SIM. Oleh karena itu, SIM menjadi salah satu kartu identitas yang harus dan wajib
dibawa oleh pengendara kendaraan (Junaidi, 2016; Kadarisman, 2020).

Dalam penggunaannya, SIM akan diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Pembuatan dan
perpanjangan SIM dapat dilakukan di Kantor Satuan Pelaksana Administrasi SIM (Satpas)
yang tersedia pada beberapa lokasi di setiap daerah, selain itu dalam pengurusan SIM tidak
dapat diwakilkan oleh pihak lain (Hendrayany, 2011; Yusriadi & Misnawati, 2017).

Pelayanan SIM merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
Kepolisian Republik Indonesian (POLRI), Polri sebagai lembaga negara dalam konteks
administrasi publik yang mempunyai tugas pemerintahan negara yang mengemban tugas,
kompleks dibidang pelayanan publik dan menjaga keutuhan dalam negari (Fuji & Hasibuan,
2021; Razak eet al., 2021). Adapun dalam prakteknya, pelayanan SIM ditemukan beberapa
masalah dalam pengurusan yakitu sarat dengan pungutan liar dan lainnya. Sehingga dibuatlah
kebijakan baru yang bertujuan untuk mengurangi masalah tersebut yaitu reformasi birokrasi
dengan digitalisasi layanan. Hal ini juga dipicu oleh masa Pandemi Covid-19 yang
menghimbau meminimalisir kontak fisik dalam pelayan, sehingga dengan bantuan kemajuan
informasi dan teknologi masa kini dapat menerapkan pelayanan SIM secara digital. Hal
tersebut juga memberikan dampak positif pada masalah pungutan liar dan memudahkan
administrasi karna dilakukan secara online yang efektif dari segi waktu dan efisien dari segi
biaya (Sandiasa & Agustana, 2018; Faturahman, 2017).
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Mengingat banyaknya terjadi kecurangan dalam pelaksanaan seperti maraknya pungli
atau pungutan liar, penggunaan calo atau joki saat pelaksanaan ujian serta permaslah lainnya
yang sering terjadi dalam pelayanan SIM yang tidak jarang dilakukan oleh pilak internal
maupun eksternal, maka Korps Lalu Lintas (Korlantas) Porli memiliki komitmen untuk
memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Sesuai dengan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang
diterbitkan pada Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, sehingga Korlantas Polri berusaha untuk meningkatkan kepedulian dalam memberikan
kinerja yang semakin baik.

Ada tiga prinsip utama dalam praktek pencegahan pungli pada pelayanan publik
menurus Aguschandra (2021), yakni pertama predictable artinya adanya kepastian waktu
layanan atau waktu penerbitan, jika ada pelayanan yang ditargetkan dapat selesai dalam kurun
waktu 14 hari maka harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan diawal. Kedua,
digitalisasi layanan yang bertujuan untuk memanfaatkan aplikasi dalam pelayanan sehingga
dapat meminimalisir adanya tatap muka pada keseluruhan proses sehingga lebih efisien dan
efektif.

Dengan pemanfaatan digitalisasi, maka pemohon dapat melihat adanya transparansi
dalam setiap tahapan dan proses. Prinsip ketiga yaitu tidak membebani, artinya dalam setiap
proses yang dilaksanaan tidak membebankan pada masyarakat. Pada prinsipkan hal tersebut
dijadikan sebagai fasilitas yang memberikan kemudahan dengan adanya inovasi layanan yang
dapat dinikmati oleh masyarakat (Satibi, 2022). Maka dari itu, Kepolisian RI telah
mengeluarkan program dalam rangka optimalisasi aksi menuju Polri yang semakin Profesional,
Modern, dan Terpercaya (PROMOTER). Program ini bertujuan guna mendukung terciptanya
Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian gotong royong. Kapolri dalam hal ini
membuat sebelas program, salah satunya adalah peningkatan pelayanan publik yang lebih
mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi, contohnya dalam program tersebut
adalah pelayanan SIM online.

Metode

Penelitian terkait reformasi administrasi pada pelayanan SIM ini menggunakan metode
penelitian pengumpulan data studi literature (/iterature review) terhadap berbagi sumber bahan
penelitian seperti laporan, berita, artikel maupun publikasi tentang digitalisasi pelayanan surat
izin mengemudi. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Menurut
Daniel dan Warsiah (2009), studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah serta bahan lain yang berkaian dengan masalah
dan tujuan penelitian. Pengertian lain tentang studi literatur adalah mencari referensi yang
relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Reformasi Administrasi

Reformasi admnistrasi adalah perubahan yang dilakukan secara sadar dan
dipertimbangkan dengan baik yang dilakukan dalam organisasi atau sistem sektor publik untuk
tujuan meningkatkan struktur, operasi atau kualitas tenaga kerjanya (Nugroho et al., 2016;
Saragih et al., 2019). Menurut Caiden (1968), Reformasi didasarkan pada gagasan sederhana
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bahwa manusia tidak boleh menunggu perubahan terjadi secara alami tetapi harus berusaha
mempercepat, dengan cara buatan, perbaikan dalam tatanan dunia (Engkus, 2017; Ulhak,
2017). Reformasi administrasi merupakan usaha yang disengaja untuk mengubah dua hal, yang
pertama struktur dan prosedur birokrasi seperti reorganisasi atau aspek kelembagaan, dan yang
kedua sikap dan perilaku birokrasi publik yang terlibat seperti aspek sikap dalam rangka
meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional (Quabh,
2010; Handrian & Putriani, 2021).

Menurut De Gusman dan Reforma (Turner & Hulme, 1997) ada beberapa elemen
umum dari reformasi administrasi yang harus dilakukan: 1) Reformasi administasi perubahan
pada yang sifatnya sengaka dan terencana; 2) Reformasi administasi sama dengan inovasi; 3)
Efisiensi dan efektivitas dalam pelyanan publik adalah keluaran reformasi administrasi; dan 4)
Urgensitas reformasi terjadi karena adanya ketidakpastian dan perubahan yang cepat pada
lingkungan organisasi. Pelayanan SIM merupakan salah satu tugas dari Satuan Lalu Lintas
yang juga merupakan bagian dari Polri, yang bertugas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat khususnya dalam penertiban Surat Izin Mengemudi (SIM) di pelayanan kantor
Satuan Penyelenggara Administasi SIM (SATPAS).

Perkembangan Roadmap Pelayanan Administrasi SIM

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak positif pada layanan
sehingga semakin memudahkan dan terintegrasi. Berangkat dari permasalah publik terkait
pelayanan SIM maka Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Dit Regident) Korlantas Polri
melakukan inovasi dengan pemanfaatan teknologi dan informasi.

Gambar 1.
Roadmap Layanan SIM Korlantas

ROADMAP LAYANAN SIM KORLANTAS pu—

j INISGRRED B-A SIM DIGITA
‘__ 255 SIM DI A

Pada Gambar 1 menjelaskan mengenai roadmap atau gambaran besar SIM.
Dimulai pada tahun 2019, proses registrasi pada sistem SIM telah menggunakan API terbaru
dari DIVTI Polri untuk memperoleh identitas kependudukan pemohon SIM sehingga adanya
kesesuaian data dengan data pada basis data kependudukan Indonesia. Hal tersebut menjadikan
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data demografi pemegang SIM sejak 2019 identik dengan data kependudukan Indonesia dan
data tersebut juga sudah terkunci oleh sistem sehingga tidak dapat dilakukan perubahan
identitas tersebut. Roadmap selanjutnya adalah penguatan sistem identifikasi. Permasalahan
proses identifikasi SIM yang tidak dijalankan dengan semestinya menjadi salah satu
permasalahan utama pada sistem penerbitan SIM. Oleh karena itu, pada tahun 2019
dilaksanakan kegiatan penguatan identifikasi pada proses penerbitan SIM dengan
menggunakan metode rolling-10 dimanan pengambilan sidik jadi pemohon SIM dilakukan
secara bergulir ataupun rolling untuk 10 jari dengan tingkat akurasi minimal 75%.

Kemudian roadmap selanjutnya adalah Sistem Pelaporan Harian SIM (SISLAPHAR
SIM) yang dibangun dengan tujuan untuk merekam, menampilkan dan menganalisa data
produksi harian SIM dari seluruh SATPAS jajaran. Sistem ini memiliki dashboard yang dapat
digunakan sebagai alat bantu monitoring, evaluasi dan Decision Support System. Kemudian
roadmap selanjutnya adalah Layanan SIM Internasional Online pada tahun 2020. Layanan
penerbitan SIM internasional saat ini telah dapat dilakukan secara daring (online). Dengan
hadirnya layanan ini maka masyarakat yang menginginkan SIM internasional dapat dengan
mudah melakukannya melalui website layanan SIM internasional Korlantas. Layanan SIM
internasional Korlantas telah terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil, Ditjen Imigrasi, layanan Pos
Indonesia serta perbankan nasional.

Roadmap selanjutnya sesuai yang telah ditunjukkan pada Gambar 1 adalah Pengadaan
Sistem Komputerisasi Uji Praktek SIM A dan C pada Tahun 2020 dan 2021. Sistem
Komputerisasi Uji Praktek SIM A dan C merupakan salah satu program prioritas Kapolri yang
merubah sistem pengujian praktek SIM A dan C secara manual menjadi sistem uji praktek SIM
secara terkomputerisasi melalui sensor yang terpasang pada lapangan uji praktek. Dengan
sistem ini maka potensi kecurangan dalam pemberian nilai uji praktek dapat dihindari
mengingat sensor-sensor langsung terhubung ke sistem skoring otomatis. Sistem ini mulai
dipasang tahun 2020 sebanyak 6 Satpas dan 2021 sebanyak 20 Satpas, hingga 2022 sudah
berjumlah 54 Satpas yang mengaplikasi SINAR di Indonesia.

Selanjutnya adalah Digitalisasi Syarat Kesehatan Jasmani dan Rohani. Perpol No.
5/2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM mengharuskan setiap pemohon SIM
melengkapi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani. Selama ini dua persyaratan ini tidak
pernah terekam dalam database SIM Nasional karena dilaksanakan secara offline atau tidak
terintegrasi. Bersamaan dengan diluncurkannya aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) dua
persyaratan ini berhasil ditransformasikan menjadi bentuk digital yang terintegrasi dengan
database SIM dan menambah dimensi data SIM.

Layanan Digital Aplikasi SINAR

Aplikasi SINAR merupakan Aplikasi Digital Korlantas sebagai solusi efektif untuk
menghadapi tantangan pelayanan perpanjangan SIM di masa pandemic Covid-19, yang
memudahkan masyarakat melakukan perpanjangan SIM secara daring pernuh dari mana saja
dan SIM dapat dikirimkan secara langsung kepada pemohon. Adapun manfaat dari aplikasi
SINAR ini antara lain: 1) Mempermudah dan mempercepat proses layanan SIM karena dapat
diakses kapan saja dan dimana saja melalui aplikasi mobile yang dapat diunduh pada App Store
dan Google Play; 2) Menghindari kontak fisik sehingga dapat mengurangi penyebaran virus
Covid-19; dan 3) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
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Alur Penerbitan SIM Perpanjangan Melalui SINAR

Gambar 2.
Alur Penerbitan SIM Perpanjangan Melalui SINAR
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Sumber : Laporan Evaluasi Pelayanan SIM

Gambar tersebut merupakan alur penerbitan perpanjangan SIM melalui aplikasi SINAR
yang bisa dilakukan melalui ponsel pintar atau mobile phone. Aplikasi SINAR ini juga telah
diunduh sebanyak 1.607.472 pengguna di Google Play, dan sebanyak 97.000 pengguna di App
Strore selama tahun 2021. Dan berikut merupakan jumlah produksi perpanjangan SIM melalui
aplikasi SINAR sampai dengan tahun Mei 2022 yaitu 236.322 keping SIM.

Dari banyaknya penggunaan aplikasi SINAR tersebut masih kendala dalam
pengaplikasiannya yaitu kurangnya ketersediaan dokter untuk mendukung aplikasi e-Rikkes,
dokter yang ada per 2021 adalah 566 dokter, kemudian seringnya terjadi gangguan teknis dalam
penggunaan aplikasi yang disebabkan oleh adanya kendala jaringan di lokasi tempat pemohon
melakukan registrasi, maupun kendala server dan jaringan di Pusat Data Korlantas. Selain itu,
masih kurangnya publikasi aplikasi SINAR kepada masyarakat baik dari internal maupun
stakeholder terkait, sehingga kurangnya animo masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi
SINAR.

Perbandingan Pelayanan SIM di Negara Lain

Pelayanan SIM yang diterapkan pada seriap negara tentu berbeda. Pelayanan SIM di
Jerman harus melalui tahapan yang banyak. Salah satu tahapan yang berbeda dengan di
Indonesia adalah dengan terlebih dahulu mendaftar pada sekolah mengemudi (Fahrschule), ini
merupakan syarat wajib karena bukti pendaftara sekolah mengemudi akan menjadi salah satu
dokumen wajib yang akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, dalam sekolah
mengemudi seseorang harus melalui dua tahap ujian dan semuanya dilakukan dengan ketat
yang diawai oleh pihak yang berwenang dengan langsung dating ke sekolah mengemudi
tersebut (Handrian & Putriani, 2021; Tauhid, 2021).

Sama halnya dengan membuah SIM di Australia dapat dikatakan juga membutuhkan
waktu yang cukup lama, bahkan bisa memakan waktu mencapai 4 tahun sampai pengendara
mendapat lisensi berkendara yang diajukan. Pengendara harus mengikuti ratusan jam pelatihan
dan berbagi tes sebelum akhirnya mendapat SIM.
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Untuk di Indonesia dijelaskan pada pasal 77 ayat 3 dalam UU No. 22 Tahun 2009,
disebutkan bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki
komptensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar
sendiri. Sehingga dengan kata lain SUM tetap bisa didapatkan meski tanpa melakukan
pelatihan di lembaga pelatihan dan pendidikan mengemudi. Bisa dikatakan pembuatan di
Indonesia lebih mudah dibandingkat dengan kedua negara tersebut.

Kesimpulan

Perubahan pada administrasi merupakan respon organisasi dalam hal ini adalah
Kepolisian terhadap perubahan organisasi dan juga untuk menuntaskan penanggulangan
penyalahgunaan kewenangan. Polri melakukan reformasi administrasi menuju layanan digital
dilakukan untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang selama ini sering terjadi
dalam pembuatan SIM, seperti maraknya pungutan liar atau sering disebut pungli, dan
penyelewengan pada pembuatan SIM terhadap calo ataupun joki yang bekerjasama dengan
oknum-oknum tertentu, serta database yang selama ini tidak terdeteksi dengan baik di dalam
sistem karena karena masih dilakukan secara manual.

Dengan adanya reformasi administrasi menuju layanan digital diharapkan akan
meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelayanan SIM serta meningkatkan
transparansi dan kepercayaan publik kepada organisasi Polri sehingga kecurangan yang selama
ini terjadi juga secara perlahan akan berkurang bahkan tidak ada. Hal ini juga sejalan dengan
adanya pandemic Covid-19 yang mengganti sistem pelayanan secara tatap muka menjadi
layanan digital.
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